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PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 36 TAEUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 5 TAHUN
2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BEKASI,

: a.bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan

-

Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka petunjuk
teknis pengadaan barangffasa di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bekasi yang semula telah ditetapkan melalui
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 peru ditinjau dan
disesuaikan kembali;

.bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a diatas, perubahannya tersebut perlu ditetapkan
kembali dengan Peraturan Bupati Bekasi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan

Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang MNomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Pripinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);




4. Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana teiah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844);

5. Undang-Undang WNomor 12 Tahun 211 tentang
Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan (Lembaran
Megara Republik Indonesla Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 3957)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011
tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Tahun 2012;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Neged Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012
Mominr /-



Menetapkan

12 Persturan Deerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan langka panjang Daerah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2010 Nomor 3);

13.Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14.B Tahun 2007 tentang
Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 14.B);

14.Peraturan Bupati Bekasi Nomor 43 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Dinas Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronlk pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi (Berita
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 43).

MEMUTUSKAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Pengaqaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi diubah
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 28 Desember 2012
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